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~ &. babva al.at :.v-ng ~ Menst.-ruation Regul&tor dapa.i; 

dipergu.'19.kan untuk meoggu.gui--kan kand.tmgBn; 

b~ bahwa berhubung der..gan ituj diar~m~P .perlu meng.adaka.n 

para.tu.ran J.llangenai pe:rodaran dan penggunaan ;uat ter

s:ebut; 

: 1., Paaal 11 .ayat (2) Uri-dar..g,....,.mdang Uo.9 tahur.i 1960 wnumg 

Pokc.>k-pokok Keaehatan (Lsmbara.."1 Negara t.sbun 19>50 No~ 

131); 

2o Paaal 4 rum Pamu 6 u;o.dang-undang No.? t.ahu.."l 1963 ten

t;mg Fartr1&d, (Le-mba~n Negara te.hun· 1963 Ns>• 93); 

J., Keputus~n Pres:lden Re:p1.1blik Indonesia No .. J.i4 tahun 1974 

tenta.ng Polrok-poirok O:rgnnisci.Si Dapartemen; 

4., Mputtwan Presidcn Re:publik Indonesia ?Io. h5 t.a.hun 1974 
·-

ten tang .S1lS'llllall Organ.isasi Departemen .. 

MEHUTUSKAN: 

KE'fr~TUAtl UMIJM 

Pasal 1 

Yang d.:!:rna.ksud daJ.a,.") Pera:tura.'l Manteri Keseha.-!ian 1ni de.-.g&n 

// 
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1 ~ Alat Menstruation Regulator : adalah alat yang digunakan untuk penga• 

turan menstruasi dan ~alat-alat yang se

jenis. 

2. Mengedarkan 

3: Menggunnkan 

adalah mengimpor, memiliki, roonyimpan 

untuk dirniliki atau untuk persediaan1 

menguasai, menawarkan untuk dijual, rne

nynlurkan, menjual, membell, manyerahkan 

atau menerima. 

: adalah menggunakan Alat Menstruation Re

guln,tor bagi orang lain atau dirinya sen• 

diri. 

BAB II 
PERBUATAN YANG DILARANG 

Pasal ~ 

Dilarang tanpa izin dari Menteri Kesehatan mengedarkan atau l'll'.Jnggunakan 

Alat Menstruation Regulator. 

BAB III 
ANCAMAN HUKUMAN 

Pasal 3 

Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menter~ ini 

dikenakan hukuman menurut peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku. 

BAB rl 

KETENTUAN PELAKS.ANAAN 

Pnsal 4 
Alat Menstruation Regulator yang pada saat ini telah ada di wilayah Repub

lik Indonesia baik yang dirniliki Unit Kesehatan maupun dirniliki perorangan 

harus diserahkan pada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setompat 

selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapknnnya Peraturan Menteri 

Kesehatan ini. 

Pasal 5 
Penyerahan tersebut Pasal 4 bersifat barang titipan yang disimpan oleh ~e

pala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat dalam keadaan disegel. 

Pasal 6 ~••• 
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Pasal 6 

Untuk penyerahan Alat Menstruation Regulator t ers ebut oleh Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Keseh~tan setempat dibcrikan t anda penerimaan kepada 

yang bersangkutan dengan salinan kepada Menteri Kesehatan. 

Bfl.B V 

KETENTUAN PERALIH/IN 

Pasal 7 
(1) Unit Kesehatan atau Perusahaan yang akan mengedarkan Alat Mentruation 

Regulator harus mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kesehatan 

melalui Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 
I 

(2) Unit Kesehatan atau perorangan yang akan menggunakan Alat Menstruation 

Regulator harus mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kesehatan 

melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. 

Pasal 8 

(1) Kepada pemilik Alat Menstruation Regulator yanc tidak memi.liki izin 

untuk mengedarkan atau mengeunakan alat t ersebut, dalam waktu enarn 

bulan s et elah penyerahan alat t ersebut kepada Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Kesehatan diberi kesempatan untuk : 
I 

a. Menjual kepada. fihak ketiga yang telah memi.liki izin dari Men

teri Kesehatan. 

b; Mengekspor alat t ersebut ke Luar Negeri. 

c. MeIID.lsnahkan alat tersebut yang disaksikan oleh Kepala Kantor Wi

layah Departemen Kesehatan atau pejabat ynng ditunjuk. 

l 
(Z) Sesudah batas waktu t ersebut pada aynt (1 ) pasal ini, Kepala Kantor 

Wilayah Departemen Kesehatan diberi wewenang untuk memusnahkan Alat 

Menatruation Reculatpr yang dimiliki oleh Unit Kesehatan atau perorang

an ynng tidak berhak. 

(3) Pada waktu pemusnahan t er sebut ayat (2) pasal ini harus disaksikan oleh 

dua orang Pe jabat Kantor Wilayah Departemen Kesehatan dan selanjutnya 

dibuat berita acara pemu.snahan rangkap 4 (empat). 

Pasal 9 ••••• 
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Pasal 9 

Pelaksanaan lanjut dari Peraturan Menteri Kesehatan ini diserahkan kepada 

Direktur Jenderal Pengawasan Obat d-'ll'l Makanan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTtJP 
Pasal 10 

Peraturan Menteri Kesehatan ini berlaku rmtl.ni tanggal ditetapkannya. 
' 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintnhkan pengundangan Poraturan Men

teri ini dengan penempatannya dalam Beritn Negara Republik Indonesia~-

,. 
Ditetapkan di : J A K·A R TA 

Pada tnnggal : 4 Desember 1976 


